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Problems and challenges in achieving sustainable Indonesian food security are multi-
dimensional including economic, social, political, and environmental aspects. Identification of 
those problems and challenges can be approached through food supply and demand analysis. 
From supply side, those challenges, among others, are a stiff competition in the use of natural 
resources, impacts of global climate change, and the dominance of smallscale farmers in food 
farming. From demand side, several challenges are the existence of high population growth 
and its dynamic characteristics, change in food consumers' preference, and competition in 
demand for food commodities as human consumption, feed, and energy uses. This paper aims 
to review current condition of Indonesian food security, to analyze challenges faced by this 
country, and to formulate policy alternatives in achieving sustainable Indonesian food 
security toward 2025. This analysis found out that in the last six years Indonesia was able to 
provide enough food to fulfill its people’s need, however quality of food consumption of an 
average Indonesian was under standard dietary pattern recommended by nutritionists. 
Challenges to achieve sustainable Indonesian food security toward 2025 will be more difficult. 
To response to the challenges, this article recommends some adjustment on policy direction of 
food security development, especially related to defining goals, choosing means and ways in 
achieving the goals, and setting targets of food security development. 
 
Keywords: sustainable food security, food demand and suplly dynamics, policy direction 
changes 
 
Permasalahan dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan 
bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Indentifikasi 
permasalahan dan tantangan tersebut dapat dilakukan melalui analisis penawaran dan 
permintaan pangan. Dari sisi penawaran, tantangan tersebut diantaranya berupa 
persaingan pemanfaatan sumber daya alam, dampak perubahan iklim global, dan dominasi 
usahatani skala kecil. Dari sisi permintaan, diantara tantangan tersebut adalah pertumbuhan 
penduduk yang tinggi beserta dinamika karakteristik demografisnya, perubahan selera 
konsumen, dan persaingan permintaan komoditas pangan untuk konsumsi manusia, pakan, 
dan bahan baku energi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis kondisi ketahanan 
pangan Indonesia saat ini, mengkaji tantangan yang akan datang, dan merumuskan 
alternatif kebijakan untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan menuju 
2025. Dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa selama enam tahun terakhir secara 
makro Indonesia mampu menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 
warganya, namun kualitas konsumsi pangan rata-rata masyarakat Indonesia masih di 
bawah rekomendasi para ahli gizi. Tantangan menuju ketahanan pangan Indonesia 
berkelanjutan tahun 2025 akan semakin berat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dalam 
artikel ini disarankan perlunya dilakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan 
ketahanan pangan, khususnya dalam menetapkan tujuan, memilih cara mencapai tujuan, 
dan menentukan sasaran ketahanan pangan nasional. 
 
Kata kunci: ketahanan pangan berkelanjutan, dinamika penawaran dan permintaan 
pangan, perubahan arah kebijakan 
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Pendahuluan 
 
Ketahanan pangan merupakan suatu masalah yang bersifat multidimensi dan sangat 
kompleks, yang mana meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan. Diantara 
aspek-aspek berikut, aspek politiklah yang seringkali menjadi faktor dominan dalam 
proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan pangan. Mewujudkan 
ketahanan pangan berkelanjutan menjadi isu dan agenda prioritas dalam berbagai 
pertemuan yang diselenggarakan berbagai negara dan lembaga internasional. Berbagai 
lembaga internasional membahas secara mendalam upaya perwujudan ketahanan 
pangan, seperti yang dilaksanakan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) atau 
Organisasi Pertanian dan Pangan Dunia, Asia and the Pacific Economic Cooperation 
(APEC), atau Perkumpulan Negara-Negara Asia Tenggara. Pada berbagai pertemuan 
tersebut, topik tertentu tentang ketahanan pangan dibahas mendalam, diambil 
kesepakatan, dan dikeluarkan pernyataan yang menunjukkan pemahaman atas 
permasalahan dan rekomendasi rancangan penanganannya. 
 
Pada bulan Oktober 2013 di Bali, para pemimpin APEC menyetujui untuk 
mengimplementasikan APEC Food Security Road Map Toward 2020 (APEC, 2013a). 
Road Map ini disusun oleh para pejabat public dan perwakilan swasta anggota 
ekonomi APEC yang tergabung dalam APEC Policy Partnership on Food Security 
(APEC-PPFS). Pada tahun 2013, organisasi APEC-PPFS ini diketuai oleh Indonesia 
dengan hasil utama tersusunnya Road Map tersebut (APEC, 2013b). 
 
Di tingkat ASEAN, pada bulan Oktober 2011 tepatnya di Jakarta, diselenggarakan 
pertemuan para Menteri Pertanian dan Kehutanan yang menyepakati pembentukan 
ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR). Lembaga ini berperan 
mengelola cadangan beras yang disumbangkan oleh semua negara anggota untuk 
dimanfaatkan di kawasan ini apabila terjadi keadaan darurat karena bencana alam. 
Plus Three merujuk pada tiga negara selain anggota ASEAN yang menjadi anggota 
APTERR, yaitu Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan (Suswono, 2011; Briones, 2012) 
 
Di Indonesia sendiri pada masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, 
ketahanan pangan menjadi salah satu dari 11 prioritas pembangunan nasional seperti 
yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2010-2014 (Bappenas, 2010). Untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan 
tersebut, Kementrian Pertanian melaksanakan suatu program yang disebut Empat 
Sukses Pertanian, yang terdiri dari pencapaian swasembada lima komoditas pangan 
penting, antara lain beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi pada tahun 2014; 
peningkatan diversifikasi pangan; peningkatan nilai tambah; daya saing dan ekspor 
komoditas pertanian; dan peningkatan kesejahteraan petani (Kementrian Pertanian, 
2010). Dalam prakeknya sendiri, sukses nomer satu selalu menjadi fokus utama 
dikarenakan peningkatan produksi pangan menjadi kriteria utama keberhasilan 
Kementian Pertanian dalam mengemban tugasnya. 
 
Sembilan tahun ke depan, dalam kurun waktu 2016-2025, sejalan dengan kondisi 
global, negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang diperkirakan akan 
menghadapi keadaan semakin sulit untuk mencapai, mempertahankan, dan 
meningkatkan kualitas keberlanjutan ketahanan pangan (FAO, 2011a; Badan 
Ketahanan Pangan, 2013). Tantangan muncul dari dua sisi sekaligus, yaitu dari sisi 
supply (penawaran, pasokan) dan sisi demand (permintaan, kebutuhan) yang 
berperilaku sangat dinamis. 
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Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengevaluasi kondisi ketahanan pangan 
enam tahun terakhir, menganalisis tantangan yang dihadapi, dan merumuskan 
alternative kebijakan ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan menuju tahun 2025. 
 
Pengertian Ketahanan Pangan 
 
Definisi atau pengertian ketahanan pangan versi negara Republik Indonesia telah 
dirumuskan dalam UU Pangan. Dengan mengacu pada berbagai definisi yang berlaku 
di Indonesia dan di dunia internasional, pihak-pihak terkait yang menyusun UU 
Pangan merumuskan batasan ketahanan pangan yang di dalamnya merangkum 
beberapa butir penting antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara 
sampai tingkat perseorangan; (2) tolok ukur terpenuhinya kebutuhan pangan meliputi 
berbagai aspek, yaitu: (a) dari sisi kuantitas jumlahnya cukup, (b) dari sisi kualitas 
mutunya baik, aman dikonsumsi, jenis pangan tersedia beragam, memenuhi 
kecukupan gizi, (c) dari sisi keamanan pangan rohani, pangan harus tidak 
bertentangan dengan kaidan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, serta (d) dari 
sisi keterjangkauan ekonomi, pangan tersedia merata ke seluruh pelosok Indonesia 
dengan harga terjangkau oleh seluruh komponen masyarakat; dan (3) penyediaan dan 
keterjangkauan pangan ini dimaksudkan agar masyarakat sampai perseorangan dapat 
hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 
 
Definisi ini belum mengindikasikan sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan 
pangan seluruh masyarakat. Dengan masuknya konsep kedaulatan pangan dan 
kemandirian pangan, aspek sumber pangan menjadi salah satu hal yang penting dan 
strategis yang diatur dalam pasal-pasal pada UU Pangan tersebut, di antaranya pada 
pasal 14 dan 15. Pasal tersebut mengatur bahwa sumber penyediaan pangan berasal 
dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Apabila dari kedua sumber 
tersebut tidak mencukupi, pangan dapat dipenuhi dari impor dengan jumlah sesuai 
kebutuhan. Dengan demikian, impor pangan merupakan variabel kebijakan yang sah 
untuk dimanfaatkan, tetapi harus dirancang dengan cermat melalui perhitungan yang 
tepat tentang ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, cadangan pangan, dan 
kebutuhan konsumsi pangan antarwilayah serta nasional. Selain itu, keputusan impor 
pangan harus benar-benar didasarkan dalam rangka menjaga kepentingan nasional. 
Dengan kata lain, impor pangan adalah kebijakan terakhir yang dapat diambil (food 
import is the last resort). 
 
Ada tiga hal yang membedakan definisi ketahanan pangan dalam UU Pangan yang baru 
dengan UU Pangan No. 7 Tahun 1996 (yang lama) yang mana dinyatakan sudah tidak 
berlaku. Pertama, dalam UU Pangan ini keterjangkauan pangan diatur sampai pada 
tingkat perseorangan, sedangkan dalam UU sebelumnya hanya sampai tingkat rumah 
tangga. Kedua, UU Pangan baru mengakui perlunya aspek keamanan pangan rohani, 
dengan menambahkan frasa: “tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan 
budaya masyarakat”. UU Pangan ini mengakui bahwa bagi umat Islam pangan halal 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan dan keamanan pangan. 
 
Kinerja Ketahanan Pangan Nasional 
 
Terdapat tiga subsistem dalam sistem ketahanan pangan, antara lain ketersediaan, 
keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Ada pula beberapa parameter yang 
digunakan dalam mengukur kinerja ketahanan pangan, namun penulis memilih enam 
parameter, yaitu pencapaian sasaran swasembada lima komoditas pangan penting, 
ketersediaan energy dan protein per kapita (ketersediaan), proporsi penduduk miskin, 
konsumsi energy dan protein per kapita (keterjangkauan), pencapaian skor Pola 
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Pangan Harapan (PPH), dan parameter gizi pada anak usia dibawah lima tahun atau 
balita (pemanfaatan). 
 
Awal masa Pemerintahan KIB Jilid II, pemerintah menargetkan pencapaian 
swasembada berkelanjutan untuk beras dan jagung, dan pencapaian swasembada 
kedelai, gula, dan daging sapi pada tahun 2014 (Kementerian Pertanian, 2010). Dalam 
sidang cabinet terbatas di Bogor pada tanggal 22 Februari 2011, Presiden Republik 
Indonesia mengubah sasaran swasembada beras berkelanjutan menjadi surplus 
produksi beras 10 juta ton pada tahun 2014 (Harianto, 2013). Sedangkan untuk gula, 
sasaran program diperbaharui dari swasembada gula total untuk konsumsi langsung 
dan bahan baku industri menjadi untuk konsumsi langsung saja (Direktur Jenderal 
Perkebunan, 2014). Lalu untuk daging sapi, swasembada diartikan pemenuhan 90 
persen dari kebutuhan (Menteri Pertanian, 2009). 
 
Keterjangkauan pangan diantaranya ditentukan oleh daya beli. Secara agregat, 
besarnya masyarakat yang mempunyai daya beli rendah dapat diukur oleh besarnya 
angka kemiskinan. Jumlah dan proporsi penduduk miskin selama enam tahun terakhir 
berdasarkan data dari BPS mengalami penurunan, namun penurunannya berjalan 
lamban. Pada tahun 2013, penduduk miskin di Indonesia sebanyak 28,07 juta jiwa atau 
sekitar 11,37 persen. Masih besarnya proporsi penduduk miskin menyebabkan rata-rata 
konsumsi pangan dan gizi masyarakat relatif rendah. 
 
Skor PPH mencerminkan tingkat kualitas konsumsi pangan. Dengan tolok ukur PPH, 
konsumsi pangan dengan komposisi makanan yang beragam bergizi seimbang sesuai 
dengan pola konsumsi pangan yang ideal dinilai dengan skor 100. Dari Tabel 3 di 
bawah, diketahui bahwa skor PPH selama 2009-2013 berfluktuasi pada angka sekitar 
80. Skor ini jauh lebih rendah dari sasaran sebesar 95 pada tahun 2015, yang 
ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan 
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. 
 
Gambar 1. Konsumsi Energi dan Protein/Kapita/Hari serta Skor Pola Pangan Harapan,  
2009-2013 
 
Sumber: Susenas 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013 BPS, diolah oleh Badan Ketahanan 
Pangan, Kementerian Pertanian (Suryana, 2014c) 
 
Dari uraian di atas, diketahui bahwa terjadi kesenjangan yang cukup lebar antara rata-
rata ketersediaan pangan yang lebih dari cukup dan rata-rata pangan yang benar-benar 
dikonsumsi masyarakat yang ternyata masih dibawah rekomendasi. Demikian juga 
dapat disimpulkan ketersediaan pangan yang memadai pada tingkat makro tidak serta 
merta dapat meningkatkan kualitas konsumsi dan status gizi masyarakat. Beberapa hal 
yang dapat menjadi penyebabnya adalah hambatan distribusi, belum tertatanya sistem 
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logistik pangan, rendahnya daya beli masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat 
tentang pola pangan dan gizi yang beragam, bergizi seimbang dan aman, serta 
terjadinya pemborosan pangan. 
 




Tantangan yang akan dan dihadapi dalam usaha untuk mewujudkan ketahanan pangan 
berkelanjutan 9 tahun ke depan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tantangan 
dari sisi penawaran atau penyediaan pasokan pangan dan dari sisi permintaan atau 
kebutuhan dan pemanfaatan pangan. Dari sisi penyediaan pasokan sendiri ada lima hal 
yang perlu mendapat perhatian. Pertama, kendala sumber daya alam. Kompetisi 
pemanfaatan lahan termasuk perairan dan air akan semakin tajam karena adanya 
sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan penduduk dalam 
presentase dan jumlah yang besar. Kualitas lahan dan air juga makin terdegradasi 
karena dampak penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang terus menerus digunakan 
dalam kurun waktu panjang dan limbah industri yang merembes ke lahan pertanian. 
Selain itu, prasarana pertanian yang sudah ada juga sebagian rusak. Kondisi ini saja 
sudah akan menurunkan kapasitas produksi pangan nasional, karena produksi pangan 
Indonesia masih berbasis lahan (land base). 
 
Kedua, dampak perubahan iklim global. Dalam beberapa tahun terakhir, kejadian iklim 
ekstrem di Indonesia terasa lebih nyata. Masyarakat mengalami kejadian fenomena 
iklim ekstrem yang frekuensinya makin sering. Pola dan intensitas curah hujan yang 
berbeda-beda, kenaikan temperature udara, banjir dan kekeringan yang semakin sering 
terjadi, dan intensitas serangan hama serta penyakit yang semakin tinggi. Oleh karena 
itu, diperlukan penyesuaian dalam proses usaha tani pangan, misalnya penyesuaian 
waktu tanam, pola tanam, penggunaan varietas yang lebih tahan terhadap cekaman 
iklim, dan pengelolaan air secara efisien. Pertanian (2011) telah melakukan review 
komprehensif mengenai dampak negative perubahan iklim terhadap produksi berbagai 
komoditas pertanian melalui beberapa variabel, seperti perubahan pola hujan, suhu 
udara, dan kenaikan muka air laut. Hasil review juga menyimpulkan perubahan iklim 
global mempunyai dampak negatif terhadap produktivitas berbagai tanaman pangan. 
 
Ketiga, pertanian Indonesia dicirikan atau didominasi oleh usaha tani skala kecil. 
Petani-petani kecil Indonesia ini dihadapkan pada persoalan klasik yang belum 
berhasil diatasi dengan baik, seperti keterbatasan akses terhadap pasar, permodalan, 
informasi, dan teknologi. Bila tidak ada rekayasa sosial untuk mengatasi permasalahan 
tersebut, maka akan sangat berat bagi Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan 
berkelanjutan. 
 
Keempat, adanya ketidakseimbangan produksi pangan antar wilayah. Hampir untuk 
semua komoditas, proporsi produksi pangan di Jawa lebih dari 50% dari produksi 
pangan nasional. Ketidakseimbangan ini akan meningkatkan permasalahan upaya 
pemerataan pangan dan ongkos distribusi pangan hingga mempersulit penyediaan 
pangan secara spasial merata ke seluruh daerah di Indonesia. Bila tidak dilakukan 
pembangunan infrastruktur dan sistem logistik pangan antar wilayah, maka akan sulit 
untuk mengatasi ketidakseimbangan produksi antar wilayah. 
 
Kelima, proporsi kehilangan hasil panen dan pemborosan pangan masih cukup tinggi. 
Kehilangan pangan (food losses) karena ketidaktepatan penanganan pangan mulai dari 
saat panen sampai dengan pengolahan dan berlanjut pada pemasaran yang dipercayai 
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masih bergantung pada komoditas, musim, dan teknologi yang digunakan. Sementara 
itu, pemborosan pangan (food waste) yang terjadi mulai pasar konsumen akhir sampai 
dibawa dan disimpan di rumah, lalu disajikan di meja makan namun tidak dimakan 
diperkirakan mencapai lebih dari 30 persen. FAO melaporkan sepertiga dari bagian 
pangan yang dapat dikonsumsi terbuang percuma atau diboroskan (FAO, 2011b). 
 
Walaupun sudah lama disadari adanya kehilangan hasil pangan pada saat penanganan 
dan distribusinya, namun belum ada program pemerintah yang berhasil mengatasinya 
secara tuntas. Sementara itu, untuk mengatasi persoalan pemborosan pangan 
diperlukan pemahaman dan kesadaran akan besarnya nilai ekonomi yang dibuang 
percuma dari para pelaku pada sistem distribusi dan pemasaran, anggota rumah 




Terdapat empat tantangan yang dihadapi dari sisi kebutuhan dan pemanfaatan pangan, 
antara lain terkait dengan peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan penduduk 
dan dinamika karakteristik demografis, perubahan selera karena akses terhadap 
informasi atau promosi pangan global yang sangat tinggi, dan persaingan pemanfaatan 
bahan pangan. Pertama, adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi beserta dinamika 
karakteristik demografisnya, diantaranya urbanisasi dan peningkatan proporsi wanita 
masuk pasar tenaga kerja. Kuantitas atau jumlah kebutuhan pangan setiap tahun akan 
meningkat selaras dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Karena jumlah 
penduduk yang besar, maka tambahan permintaan pangan per tahun juga akan sangat 
besar. Urbanisasi yang merupakan salah satu dinamika kependudukan masih akan 
terus berlanjut dengan alasan dorongan keluar (push factor) dari sektor pertanian, 
karena sektor ini tidak dapat menampung angkatan kerja baru atau tidak dapat 
memenuhi harapan terkait upah yang diterima atau kondisi kerja dinilai tidak nyaman. 
Selain urbanisasi, perubahan beberapa daerah yang sebelumnya berciri desa 
bertransformasi menjadi tempat yang mempunyai karakter kota kecil atau kota sedang 
akan terus berlangsung seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan otonomi daerah. 
Kedua faktor inilah yang akan mempercepat peningkatan penduduk kota atau daerah 
berciri kota. Hal ini akan membawa konsekuensi proporsi pola permintaan pangan 
berciri preferensi penduduk kota menjadi lebih besar. Partisipasi angkatan kerja wanita 
juga meningkat. Dalam 9 tahun ke depan diperkirakan akan semakin besar lagi 
proporsi wanita yang bekerja. Hal ini akan memperkuat peningkatan permintaan untuk 
makanan jadi, baik yang dimakan di luar rumah maupun di dalam rumah. 
 
Kedua, pertumbuhan ekonomi 11 tahun terakhir cukup tinggi diatas rata-rata 5 persen 
per tahun. Dalam 9 tahun mendatang, sasaran pertumbuhan ekonomi tinggi tersebut 
akan terus dipertahankan karena memang negeri ini perlu mengejar ketertinggalan 
pembangunan ekonomi dari negara-negara yang sudah maju. Pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita atau daya beli 
masyarakat, walaupun sebarannya tidak merata ke setiap individu. Situasi ini akan 
meningkatan permintaan pangan dari sisi kualitas, keragaman, mutu, dan 
keamanannya. Salah satu upaya untuk menanganinya dan sekaligus memanfaatkan 
peluang bisnis pangan olahan adalah melalui penguasaan dan penerapan teknologi 
pangan agar dapat merespon perubahan permintaan oangan, sehingga mampu 
menyediakan pangan sesuai dinamika permintaan pasar dan preferensi konsumen 
dengan baik. 
 
Ketiga, pada saat ini sedang berlangsung perubahan selera konsumsi pangan yang 
mulai meninggalkan pangan lokal dan makanan tradisional. Pola konsumsi pangan 
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dipengaruhi oleh sumber daya pangan di sekitarnya, daya beli masyarakat, 
pengetahuan tentang pangan dan gizi, dan selera konsumen. Perubahan selera pangan 
pada saat ini dibentuk dan dipengaruhi secara kuat oleh perkembangan pesat teknologi 
informasi media yang dimanfaatkan oleh media promosi / periklanan, termasuk 
pengiklan yang menjajakan makanan dan minuman yang mencitrakan produknya 
berlabel tren masa kini, kere, dan global. Iklan televisi dinilai lebih cenderung 
menawarkan produk yang mencerminkan budaya konsumerisme dan gaya hidup 
konsumtif. 
 
Dengan semakin tersebarnya jaringan televise sampai ke pelosok negeri dengan isi 
iklan pangan yang bersifat persuasive untuk menarik minat dan selera pemirsa yang 
menawarkan pangan bercitra keren dan global, maka pola konsumsi pangan 
masyarakat secara perlahan akan bergeser kea arah itu. Makanan berciri global yang 
disediakan di restoran, konsumsi makanan cepat saji, makan di luar rumah akan 
semakin diminati. Sebaliknya, makanan yang berlabel atau diidentikkan dengan 
makanan tradisional atau lokal secara perlahan akan ditinggalkan konsumen. 
Pemanfaatan teknologi pangan, teknologi informasi, dan kampanye gerakan cinta 
pangan lokal Nusantara diharapkan dapat mengimbangi tantangan perubahan selera 
pangan akibat iklan makanan tersebut. 
 
Keempat, persaingan permintaan atas komoditas pangan untuk konsumsi manusia 
(food), pakan ternak (feed), bahan baku energy bio (biofuel), dan bahan baku industri 
non-pangan akan terus berlangsung dan semakin ketat dalam 9 tahun ke depan. 
Persiangan permintaan ini diturunkan dari peningkatan permintaan untuk produk 
ternak, semakin tingginya harga energy berbahan baku fosil, dan peningkatan 
permintaan produk industri yang memanfaatkan bahan pangan dalam proses 
produksinya. Permasalahan ini harus dapat diantisipasi secara arif melalui 
peningkatan produksi komoditas pangan yang tinggi dan perlibatan industri pangan. 
 
Arah Kebijakan Dan Strategi Ketahanan Pangan Berkelanjutan 
 
Alternatif Arah Kebijakan 
 
Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, 
perlu adanya penyesuaian atau perubahan arah kebijakan yang saat ini 
diimplementasikan. Perubahan pendekatan arah kebijakan yang disarankan meliputi 
tujuan, cara, dan sasaran pembangunan ketahanan pangan. Pertama, tujuan untuk 
mencapai swasembada pangan diubah menjadi mencapai kemandirian pangan. Untuk 
pencapaiannya dilakukan dengan mengabaikan prinsip efisiensi usaha dan kelayakan 
teknis, ekonomi, ataupun sosial, sehingga dapat terjadi misalokasi sumber daya untuk 
pembangunan. Dengan pendekatan kemandirian pangan, sesuai arahan UU Pangan, 
pencapaiannya dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan negara dan bangsa 
dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dengan memanfaatkan potensi 
sumber daya (alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal) secara bermartabat. 
 
Kedua, cara pencapaian ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan 
diubah menjadi peningkatan pendapatan petani dan masyarakat pedesaan. Untuk 
melaksanakan pendekatan ini, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani telah memberikan tuntunan cara memberdayakan petani untuk 
meningkatkan produktivitas, efesiensi, dan daya saing. 
 
Ketiga, sasaran pemenuhan pangan konsumsi pangan secara kuantitas diubah menjadi 
pemenuhan konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA). 
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Pengembangan sumber pangan dan jenis makanan baru yang mempunyai cita rasa, 
citra, dan harga yang bersaing perlu dilakukan. Di sisi lain, kampanye diversifikasi 
konsumsi pangan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya 
mengkonsumsi pangan B2SA perlu dijadikan gerakan nasional. 
Ketiga pendekatan baru untuk menuju ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan, 
strategi umum pembangunan ketahanan pangan adalah untuk: (1) mengembangkan 
kapasitas nasional dalam peningkatan produksi pangan secara mandiri dan 
berkelanjutan; (2) mempromosikan diversifikasi pangan berbasis sumber daya pangan 
lokal untuk mencapai pola konsumsi pangan B2SA; (3) menyediakan pangan yang 
cukup dari sisi jumlah, keragaman, kualitas, dan keamanan, dengan tingkat harga 
terjangkau daya beli masyarakat luas, serta menjaga stabilitas harga pangan pokok; (4) 
menyediakan pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui 
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